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UNIVERSITAS BUNG HATTA 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan yang penulis 

kemukakan sebelumnya, baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang 

didapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perbankan melalui 

Kantor Pusat LPSK tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 

disebabkan restitusi terhadap korban KSP Indosurya Cipta yang diajukan 

LPSK dipersidangan adalah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) 

orang/nasabah, akan tetapi pengadilan dalam hal ini putusan kasasi 

(Mahkamah Agung) memutuskan agar mengembalikan kerugian semua 

nasabah yang berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidak-

tidaknya 6.193 (enam ribu seratus Sembilan puluh tiga) orang per 

orang/nasabah. Sehingga Kejaksaan harus melakukan pelelangan aset-aset 

pelaku dan melakukan verifikasi semua korban diluar 488 orang/nasabah 

yang telah melapor kepada LPSK. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi LPSK dalam implementasi restitusi 

terhadap korban tindak pidana perbankan adalah; 

a. Jumlah korban dari KSP Indosurya Cipta yang tidak sebanding dengan 

SDM yang ada di LPSK membuat LPSK terkendala dalam melakukan 
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pendataan dan menyiapkan dokumen-dokumen persidangan yang 

digunakan untuk pembuktian. 

b. Adanya perluasan restitusi bagi korban berdasarkan putusan  

mahkamah agung, dimana korban yang mengajukan restitusi melalui 

LPSK sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) 

orang/nasabah, akan tetapi pengadilan dalam hal ini putusan kasasi 

(Mahkamah Agung) memutuskan agar mengembalikan kerugian 

semua nasabah yang berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan 

setidak-tidaknya 6.193 (enam ribu seratus Sembilan puluh tiga) orang 

per orang/nasabah. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan LPSK dalam mengatasi kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pemberian restitusi kepada korban adalah: 

a. LPSK memanfaatkan SDM yang ada diluar layanan restitusi dan untuk 

yang akan datang LPSK mengajukan penambahan Pegawai. 

b. Melaksanakan dan Melakukan verifikasi korban berdasarkan Putusan 

Pengadilan. 

c. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. 

B. Saran 

1. Agar ketentuan restitusi diatur dalam suatu peraturan yang terpadu, 

sehingga tidak terkotak-kotak seperti saat ini. 

2. Agar pemerintah dan DPR RI membuat regulasi tentang perhitungan 

restitusi bagi korban yang tidak ditentukan secara tegas oleh hakim dalam 

putusannnya. 
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3. Agar LPSK melakukan sosialisasi yang berkesinambungan kepada 

masyarakat tentang hak restitusi korban dari tindak pidana khususnya 

tindak pidana perbankan.  
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